PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN

PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Ca.

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

bahwa pengelolaan pertambangan mineral
dan batubara sebagai bagian dari upaya
pemanfaatan sumber daya alam memiliki
dampak nyata terhadap kesejahteraan
masyarakat, untuk itu dalam pengelolaannya
harus dilakukan secara optimal, efisien,
transparan, berkeadilan dan berwawasan
lingkungan, agar diperoleh manfaat sebesar-
besarnya untuk kemakmuran rakyat secara

berkelanjutan;

bahwa untuk memberikan landasan hukum

yang tegas dan jelas dalam rangka
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Mengingat

1.

mengatur pengelolaan di bidang
pertambangan mineral dan batubara agar
lebih berdayaguna dan berhasil guna
dalam mewujudkan kemandirian daerah,
maka perlu dilakukan pengaturan mengenai
penggalian potensi, pengembangan,
pembinaan, pengendalian, dan pengawasan
dalam pengelolaan pertambangan mineral

dan batubara;

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b,
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Pengelolaan Pertambangan Mineral dan

Batubara;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil
dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Tengah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990
tentang perubahan Batas Wilayah Kodya Dati
1 Sawahlunto, Kabupaten Dati 1
Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Dati Il

Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3423);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Daerah Pokok-pokok Agraria
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negar
Republik Indonesia Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan
Perundangan-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4959);
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10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan  Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5059);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4048);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
1999 tentang Analisis mengenai dampak
Lingkungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3838);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada
Departemen Energi dan Sumber Daya
Mineral  (Lembaran  Negara  Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 96, Tambahan
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